BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Sumber Hidup Chemindo belum melakukan perencanaan pajak secara
maksimal. Hal ini terbukti melalui koreksi untuk laporan laba rugi
perusahaan periode per 31 Desember 2020 dimana masih ada biaya non
deductible yang dapat dimaksimalkan menjadi biaya deductible sehingga
dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak setelah ditinjau
berdasarkan UU No. 36 Tahun 2020. Biaya tersebut adalah biaya
entertainment, catering karyawan, HP selular, biaya sumbangan dan biaya
transportasi.

2. Setelah melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memaksimalkan
beban entertainment, beban catering karyawan, beban HP selular, beban

sumbangan dan beban transportasi, maka besarnya Penghasilan Kena Pajak

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

periode per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp 1.934.304.192,-.
Penghasilan Kena Pajak PT. Sumber Hidup Chemindo menjadi lebih hemat

sebesar Rp. 120.808.834,- dibandingkan sebelum penerapan perencanaan
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pajak.
3. Penerapan perencanaan pajak menunjukkan bahwa PT. Sumber Hidup

Chemindo dapat menghemat Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2020

sebesar Rp. 24.640.660.- tanpa melanggar Undang-Undang Pajak sehingga

sesuai dengan kebijakan perusahaan
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5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat bermanfaat untuk menjadi bahan

pertimbangan bagi PT. Sumber Hidup Chemindo:

1. Perusahaan harus membuat daftar nominatif untuk beban entertainment
agar beban tersebut dapat menjadi deductible expenses. Perusahaan perlu
memperhatikan bahwa biaya entertainment dan biaya catering karyawan
dapat menjadi deductible expenses setelah ditinjau berdasarkan Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008 dan kaitannya dalam upaya mendapatkan,
menagih dan memelihara pendapatan perusahaan.

2. Perusahaan membuat kebijakan beban sumbangan dialihkan menjadi beban
sponsorship dengan pemasangan logo perusahaan pada acara tertentu yang
diberikan sumbangan sehingga mengandung unsur sponsorship dan
menguntungkan bagi kedua belah pihak. Perusahaan juga harus menyajikan
biaya transportasi dan biaya pengiriman barang dengan jelas sesuai fungsi
akun masing-masing dalam mencatat biaya BBM dan parkir, sehingga biaya

tersebut dapat secara optimal menjadi deductible expenses sesuai dengan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Perusahaan dapat memberikan biaya
pelatihan kepada karyawan. Hal tersebut selain menambah keterampilan
dan kemampuan karyawan, juga bermanfaat untuk perusahaan dalam

perencanaan pajak. Dengan memaksimalkan biaya fasilitas kepada
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karyawan yang merupakan biaya deductible maka perusahaan dapat

menjadikan biaya tersebut sebagai beban pengurang Penghasilan Kena

Pajak
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3. Perusahaan dapat mengajukan restitusi atas kelebihan selisih Pajak
Penghasilan Badan tahun 2020 , dengan catatan akan dilakukan

pemeriksaan pajak terhadap perusahan.

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
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